BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    54    TAHUN 2007
TENTANG

BANTUAN PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK KELUARGA MISKIN 

DI KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka pemberdayaan hokum bagi Keluarga Miskin dans ebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Keluarga Miskin dalam mencari kadilan melalui proses hokum , Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan Bantuan kepada Keluarga Miskin di Kabupaten Bantul yang sedang tersangkut permasalahan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Bantuan Pemberdayaan Hukum Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Jo. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 Komite Penanggulangan kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2030;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007;


	Memperhatikan :
	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

	MEMUTUSKAN  :



	Menetapkan  :
	PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANTUL


	


Pasal 1

Dalam Peraturan  Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

5. Advokad adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hokum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hokum yang diberikan oleh advokat kepada klien.

7. Bantuan Pemberdayaan Hukum untuk Keluarga miskin adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang sedang tersangkut masalah hokum.

8. Klien adalah orang yang berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar jasa hokum.

Pasal 2

(1) Klien yang mengalami permasalahan hokum dan berupaya menyelesaikan melalui proses peradilan dapat meminta bantuan hokum kepada advokat.

(2) Advokad sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau kantor Advokat lainnya.

(3) Bantuan Hukum meliputi bantuan hokum di bidang perkara pidana, perdata, tata usaha Negara pada semua tingkat peradilan sampai putusan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1) Permohonan bantuan biaya beracara diajukan oleh klien melalui kuasanya kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Hukum dengan klien berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bantul.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. Identitas Klien;

b. Uraian singkat perkara yang dimohonkan bantuan hukum.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan :

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) klien;

b. foto copy Kartu keluarga (KK) klien;

c. Surat Keterangan tidak mampu klien dari Pemerintah Desa setempat;

d. foto copy Surat Kuasa klien kepada advokat;

e. foto copy surat bukti berperkara dari instansi yang berwenang;

f. foto copy lisensi advokat yang masih berlaku; dan

g. foto copy kartu anggota dari Lembaga Bantuan Hukum atau kantor advokat lainnya yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Bagian Hukum bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi serta melakukan penilaian kelayakan untuk dapat menerima bantuan.

(2) Hasil pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara sesuai contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 lengkap dan dinyatakan layak menerima bantuan, maka Bupati mengeluarkan surat persetujuan Permohonan untuk mencairkan bantuan pemberdayaan hukum bagi keluarga miskin,dan selanjutnya bantuan diserahkan kepada klien atau kuasanya dengan Berita Acara serah terima sesuai contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Segala biaya yang berkaitan dengan pemberian bantuan biaya beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengen penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 01 Agustus 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor      54 Tahun 2007

Tanggal     01 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

               GENDUT SUDARTO
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